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1.

WALIKOTA MALANG,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan
dan upaya meningkatkan mut pendidikan, Guru
dapat diberi tugas rambahan sebagal kepala Sekolah
untule memimpin dan mengelola pendidikan pada

Satuan Pendidikan,;

bahwa prosedur pengangkatan dan pemberhentian
Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Keputuszan
Walilcota Malang Nomor 492 Tahun 2004 lentang
Sistern dan Prosedur Tetap Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Sekolah, sudah tidak sesuai
lagi dengan peraturan perundangan-undangan yang
baru, sehingga perlu dilakukan penyesuaian,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a dan huruf b, periu
menetapkan Peraturai Walikota tentang Prosedur
Tetap Pemberian Tugas Tambahan kepada Guru

sebagal Kepala Sexolah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19530 tentang
Pemnbentukan Daergh-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

calaosimarns felab ditkabh deroan Undane-Undans



Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tshun 1954 Nomor 40, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 331);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
MNaomeor 4301);

Undang-Undang MNemor 32 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Neomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.37)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844]);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386],

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan — Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2011
MNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 19492
tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1992  Nemor 685,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 91};
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Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah MNomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomaor 164];

Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 41,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4496); :

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20035 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45393);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemeriniahan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

Feraturan Pemerintah Nomoeor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 51035) sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 5157);

14, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13
Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah,

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28
Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagal
Kepala Sekolah/Madrasah;

16, Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hulkum

Daerah

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2003
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomoer 6 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Keota Malang Tahun 2012
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Eota Malang

Nomor 4);

MEMUTUSEAN ©

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN KEPADA GURU
SEBAGAlI KEPALA SEKOLAH DI LINGEKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Walikota inf yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
Walikota adalah Walikota Malang.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.

Badan Kepepawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah

Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non
formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Sekolah adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan [ormal baik
vang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari pendidikan usia

dini, dasar sampail menengah.

Kepala Sekolah adalah Guru yvang diberikan tugas tambahan untuk
memimpin suatu sekolah berdasarkan Keputusan Walikota.

Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan
dalam proses penviapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian
pengalaman  pembelajaran  teorstik maupun praktik  tentang
kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai

standar nasional,

Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah vang
bertujuan untuk menilai ketepatan calon Kepala Sekolah dengan

Sekolah dimana vang hersanglkutan akan diangkat dan ditempatkan.

Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan
keterampilan pada dimensi-dimensi kompetens:  kepribadian,

manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial,

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
taa/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masvarakat

vang peduli pendidikan.

. SBertifikat Kepala Sekolah adalzh bukti formal sebagai pengakuan

vang diberikan Kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah



16.

17,

13,

15,

(1]

(2]

memenuhi  kualifikasi dan kompeiensi untuk mendapat tugas
tambahan sebagai Kepala Sekolah.
Serrifikat Pendidik adalah bukd formal sebagai pengakuan yang

diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja

Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan
vang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan
sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang,
bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan

manajemen dan kepemimpinan Sekolah.

Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil [PNS) yang diberi
tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh cleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan

manajerial pada Satuan Pendidikan.

BAB 1l
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila

memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi ;

4. beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (51 atau
diploma empat (D-IV] kependidikan atau non kependidikan
perguruan tinggi yang terakreditasi;

¢, berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada
waktu pengangkatan pertama sebagal Kepala Sekolah;

d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari
dokter Pemeriniah;

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau
berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

f. memiliki Sertifikat Pendidik;

g, pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 35 (lima) tahun

menurut jenis dan jenjang Satuan Pendidikan, kecuali di taman



kanalk-lkanak /taman kansk-kansk lusr biasa  (TK/ TELB)
memilili pengalaman mengsjar sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun di TK/TELEB;

h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya /e

i. memperocleh nilai baik untuk nilai prestasi kerja pegawai dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru
dalam 2 (dua) tahun terakhir,

(3] Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan scbagal
Kepala Sekolah, meliputi :
a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK) :
1} berstatus sebagai Guru Taman Kanak-kanak (TK};
2) memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru Taman Kanak-
kanak (TK); dan
3] memiliki Sertifikat Kepala Taman I{anak-l{anzlk [TK] yang
diterbitkan oleh lembaga vang ditetapkan Pemerintah,
b. Kepala Sekolah Dasar (3D} :
1) berstatus sebagai Guru S0
2) memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SD; dan
3] memiliki Sertifikat Kepala 5D yang diterbitkan oleh lembaga
vang ditetapkan Pemerintah.
c. Kepala Sekolah Menengah Pertama [SMP) .
1) berstatus sebagai Guru SMF,
2] memiliki Sertifikeat Pendidik sebagai Guru SMF; dan
3] memilikd Sertifikat Kepala SMP yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
d. Kepala Sckolah Menengah Atas (SMA) @
1) berstatus sebagai Guru SMA;
9y memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMA; dan
3] memiliki Sertifikat Kepala SMA  yang diterbitkan oleh
' lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
e, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SME)
1) berstatus sebagai Guru SMK;
2] memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SME;
3} memiliki Sertifikat Kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga

yang ditetapkan Pemerintah.
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Zepala Sekolah Dasar Luar Biasa/ Sekolah Menengah Pertama

Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

(SDLB/SMPLB/SMALB) :

1] berstatus sebagai Guru SDLB/SMPLE/SMALE,;

2) memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SDLB/SMPLE/
SMALB;

3} memiliki Sertifikat Kepala SDLE/SMPLB/SMALE  vang

diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dan ayat (3), calon Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK diutamakan
dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing
lainnya serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

BAB 111
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi  rekrutmen  serta

pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah,

Kepala Dinas pendidikan menyiapkan calon Kepala Sekolah

berdasarkan proyveksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang,

Pa=zal 4

Calon Kepala Sekolah direkrut dari Guru yang telah memenuhi

persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Calon Kepala Sekolah direkrut melalul pengusulan oleh Kepala
Sekolah dan/atau Pengawas Sckolah yang bersangkutan kepada

Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5
Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap,
yaitu : e
a. tahap selekst administrasi; dan

b. tahap seleksi akademik.
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Tahap seleksi administratf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf &, dilakukan melalui penilaian kelengkapan dolumen yang
dikeluarkan oleh pihak vang berwenang sebagai bulti bahwa calon
Kepala Sekolah bersangkutan telah memeriuhi persyaratan umum

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2].

Tahap seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada avat (1}
huruf b, dilakukan melalul penilaian potensi kepemimpinan dan
penguasaan awal terhadap kompetensi Hepala Sckolah  sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal B

Seleksi calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
dengan melibatkan Inspektorat dan BKD sebagai Tim Penilai yang
ditetapkan dengan Keputusan Walkota.

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditnangkan

dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penilai.

Peserta seleksi yang dinvatakan tidak lulus diberikan kesempatan

mengulang seleksi sebanyak 1 (satu] kali.

Pasal 7

Guru vang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, harus mengikuti program pendidikan dan
pelatihan calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi.

Akreditasi terhadap lembage penyelenggara program penyiapan
calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintah dalam

bidang pendidikan nasional.

BAB WV
PENDIDIKAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pa=zal 8

Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah merupakan kegiatan
pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang

bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan

o
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keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian,
manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam
kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam
dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waltti minimal

selama 3 (tiga) bulan.

Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dikoordinasikan dan
difasilitasi oleh BKD.

Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk

mengetahui pencapaian kompetensi calon Kepala Sekolah,

Calon Kepala Sekolah yang dinvatakan Ilulus penilaian diberi
sertifikat Kepala Sekolah oleh lembaga penyelenggara.

Pasal ©

Dimensi kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), mencakup :

a. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak
mulia, serta menjadi teladan bagi komunitas di sekelah;

b. memiliki integritas kepribadian sebapai pemimpin yang jujur dan
adil:

c. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai
kepala sekolah;

d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan
kewenangannya sebagai kepala sekolah;

e, mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam
pekerjaan sebagail kepala sekolah; dan

f. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Dimensi kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), mencakup :

4. mampu menyusun perencanaan  sekeolah untuk  bherbagai
tingkatan perencanaan secara terukur dan berkelanjutan;

b, mampu meéngembangkan organisasi sekolah sesual dengan
kebutuhan;

¢, mampu memimpin sekolah dalam rangka pendavapunaan

sumber daya sekolah secara optimal;



d. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah
menuju organisasi pembelajar yang efeletif, produktif dan
profesional;

e, mampu menciptakan budaya dan iklim kerja sekolah yang
kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;

{ mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan
sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan mutu
dan layanan pendidikan secara profesional;

g. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka
mMenunjang proses penjaminan mutu pendidilkean;

h. mampu mengelola tata hubungan sekolah dan masyarakat
dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan
pembiayaan sekolah;

i, mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerirnaan
peserta didik baru, dan mengukur serta mengembangkan
kapasitas peserta didik;

j. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan
pembelajaran sesuai arah, tujuan dan pemenuhan standar
nasional pencﬁdikan;

k. mampu mengelola keuangan sekolah sesual dengan prinsip
pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektil dan
efisien;

. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung
pencapaian tujuan sekolah;

m. mampu mengelola unit  layanan khusus gselkolah dalam
mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di
sekolah;

n. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung
penyusunan program dan pengambilan keputusan,

o, mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi
peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan

p. mampu melakukan monitering, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang

tepat, serta merencanakan tindak lanjut.

(3) Dimensi kompetensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 8 ayat (1), mencakup :
a. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagl pengembangan
sekolah;
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b. selalu siap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai
keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efelctif;

c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya scbagal pemimpin sekolah;

d. pantang menyerah dan seclalu mencari solusi terbaik dalam
menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan

e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan

produksi/jasa sekolah sebapai sumber belajar peserta didik.

Dimensi kompetensi supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1}, mencakup :

4, mampu merencanakan program supervisi akademik dalam
rangka peningkatan profesionalisme gury;

b. mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap puru
dengan menggpunakan pendekatan dan tekmik supervisi yvang
kuat; dan L

c. menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap gura dalam

rangka peningkatan profesionalisme guru.

Dimensi kompentensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat {1}, mencakup |

a. mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan
selkolah;

b. aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat;

c. memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan
sekitar; dan

d. memiliki tabiat dan kesclehan sosial dalam menolong sesama.

BAB VI
PROSEDUR PENGANGEKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

Pengangkatan HKepala Sekolah dilakukan melalui  penilaian

alcseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.

Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayart (1], melibatkan

unsur Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan,
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Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Walikota mengangkat guru menjadi Kepala Sekolah
sebagai tugas tambahan yang ditetapkan dalam Keputusan
Walikota.

Sebelum melaksanakan tuges tambahan sebagai Kepala Sekolah,
dilakukan pengukuhan terlebih dahulu oleh Walikota atau Pejabat
vang ditunjuk.

BAB VII
MASA TUGAS

Pasgal 11

Tugas tambahan sebagai Kepala Sckolah diberikan untuk 1 (satu)

kali masa tugas selama 4 (empat) tahun,

Masa tugas Kepala Seckolah secbagaimana dimaksud pada ayat (1],
dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki

prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kineria.

Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagal Kepala Sekolah

2 (dua) kali masa tugas berturut-turuat, dapat ditugaskan kembali

menjadi Kepala Sekolah di Sekolah lain yang memiliki nilai

akreditasi lebih rendah dari Sekolah sebelumnya, apabila :

2. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu] kall
masa tugas apabila penilaian kinerjanya baik; atau

b. memiliki prestasi yang istimewa.

Prestasi yang istimewa sebapaimana dimaksud pada avat (3)

huruf b, yaitu :

a. memiliki nilai kinerja amat baik;

b. Dalam 4 (empat) tahun terakhir memperoleh penghargaan dalam
upaya peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan,
meliputi @

1. prestasi akademik peserta didik memperoleh nilai rata-rata
UN/UASBN diatas nilai rata-rata UN/UASBN tingkat Dacrah;
3, prestasi non akademik peserta  didik  dalam kegiatan
lomba/festival/olimpiade yang diselenggarakan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayvaan yang dibuktikan dengan



Sertifikat/tznda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang;

3. prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam program
pengembangan dirl (profesionalitas), publikasi ilmiah, dan

3 karya inovatif yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan Sertifikat/tanda
penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

4. prestasi Kepala Sekolah sebagai suri tauladan/ contoh bagh
kepala sekolah lainnys, berdedikasi, loyalitas tinggi dan tidak
tercela dengan kemarnpusan Kompetensi Kepala Sekolah
melampaui kemampuan Kepala Sekolah pada umumnys,

5. berprestasi dalam pengembangan diri, publikasi ilmiah dan
karya inovatif dalam bidang pendidikan fsains, ekonomi
kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga,
teknologi informasi, bidang keagamaan dan manajemen mutu
terpadu serta mampu menggalang persatuan dan kesatuan
aksi peduli pendidikan;

6. mendapatkan pengakuan dan dukungan stakeholder
pendidikan, meliputi pengakuan dari aparal kewilayahan,
komite sekolah/dewan pendidikan, kalangan akademisi,

dunia usaha dan masyarakat.

(5} Kepala Sekolah yang masa tUgasmya herakhir dan/atau tidak lagi
diberikan tugas sebapgai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas
sebagai guru sesual dengan jenjang jabatannya dan berkewasjiban
melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan

konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penghitungan masa tUgas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. kurang dari 4 (empat} tahun, maka tugas tersebut diperhitungkan
sebagal bagian dari 1 (satu] masa tugas yang pertama,

b, 4 [empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu] masa
tugas yang pertaima,

) ¢, lebih dari 4 {emp;t] tahun, tetapi kurang dari 8 {delapan) tahun,

diperhitungkan scbagai bagian dari 1 (satu) masa (ugas Yang
kedua,

d. & (delapan) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (saty]
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masa tugas yang kedua;

e. lebih dari 8 [delapan) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun,
diperhitungkan sebagai bagian darl 1 (satu] masa fugas yang

- leetiga; dan
f 12 {dua belas] tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 {satu)

masa tugas yang ketiga.

Pasal 13

Walikota berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim
pertimbangan pengangkatan Kepala Sckolah menetapkan keputusan

perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah,

BAE VIII
PENILAIAN KINERJA

Paszl 14

{1} Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap

tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tabun.
(2} Penilaian kinega tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.

(3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan
langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim
penilai vang terdiri dari Pengawas Sckolah, pendidik, tenaga
kependidikan, dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan

bertugas.

(4] Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1], meliputs :
a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat
Kepala Sekolah;
b, peningkatan kualitas sekolash berdasarkan & (delapan) standar
nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang
bersangkutan; dan

c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekalah.

(5] Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik,
baik, cukup, sedang atau kurang.

() Penilaian kinerja Kepala Sckolah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.




(1)

(2]

(1)

(2]

(3]

BAB [X
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SERKOLAH

Pasal 15

Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk memenuhi
pemerataan layanan, peningkatan  muty, dan penjaminan muta

pendidikan.

Pemindahan Kepala Sekolah dapat dilaksanakan setelah masa tugas
dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 {dua) tabun.

Pasal 16

Penugasan sebagai Kepala Sekolah berhenti karena |
a. diberhentikan; atau
b. meninggal dunia.

Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, karena :

a, permohonan sendiri;

b. masa penugasan berakhir;
telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional gury;
diangkat pada jabatan lain;

e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;

{  dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan TUgas;

g, berhalangan tetap;

h. tugas belajar sekurang-Kurangnya selama 6 [enam) bulan.

Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat [2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, guru yang relah atau

sedang melaksanakan tugas tambahan sebagal Hepala Sckolah tidak

dipersyaratkan memiliki sertifikat Kepala Sekolah sampai selesal masa

tugasnysa.



Pasgal 18

Guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon
Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, berhak

diusulkan dalam pengangkatan scbagai Kepala Sekolah.

BAEB X
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota
Malang Nomor 492 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Tetap
FPengangkatan dan  Pemberhentian Kepala Sekolah, dicabut dan
dinvatakan tidak berlalou,

= FPasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kota

Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal A0 - B - 2014

WALIKOTA MALANG,

ctet.

H, MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

=

pada tanggal 30- &6- 2014
Salinan sesuai aslinya
PRLA BAGIAN HUKLU?

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH. M.S:
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

NI, SH. M.Hb
ina
NIF 19620302 199003 1 0149
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